PEMILIHAN UMUM DAN PENCA-

LONAN PRESIDEN OLEH
RAKYAT

Abdulkadir Besar*)

UUD 1945 menganut sistem eksekutif yang kuat dalam
bentuk pemerintahan presidensial dengan masa jabatan yang
pasti, yaitu lima tahun (pasal 7). Presiden dan wakil presiden
dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 6).
Sesudah memegang jabatannya selama masa lima tahun,
presiden dapat dipilih kembali (pasal 7). Presiden dapat
dipecat dalam masa jabatannya oleh Sidang Istimewa MPR
bila DPR dan kemudian MPR menilai presiden sungguh
melanggar GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR
(Penjelasan UUD 1945) dan atau melanggar UUD 1945
(Ref. sumpah jabatan presiden, pasal 9). Bila presiden
mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya,
diganti oleh wakil presiden sampai habis batas waktunya

(pasal 8).

Untuk mengkaji praksis ke-
presidenan yang berlangsung se-
lama setengah abad usia Republik
Indonesia, penulis menggunakan
tiga buah proposisi, seperti berikut

Proposisi I:

Tiap pembentukan negara yang

demokratik, rakyatlah yang ber-

wenang menentukan kepala pe-
merintahannya.

Suatu bangsa yang mengganti
konstitusi negara, niscaya terdo-
rong oleh kebutuhan untuk me-

nyesuaikan bentuk negara, ben-
tuk pemerintahan, sistem per-
tanggungjawaban penyeleng-
gara negara, dan mungkin ma-
teri konstitusi lainnya, dengan
tuntutan politik mutakhir pada
masa yang bersangkutan; atau
perubahan ideologi yang dianut
oleh bangsa yang bersangkutan.
Dengan demikian, kita menda-
patkan Proposisi Il yang menya-
takan:

Penggantian konstitusi suatu

negara berhakikat pembentukan
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negara baru.

Interaksi antara proposisi [
lan proposisi I menghasilkan
ropisisi III:

Dalam negara baru yang terben-

tuk sebagai alabat dari penggantian

konstitusi, rakyatlah yang ber-
wenang menentukan kepala pe-
merintahannya.

residen Pertama

Untuk pertama kalinya, pre-
iden dan wakil presiden RI di-
ilih oleh PPKI tanggal 18 Agus-
15 1945, karena MPR belum di-
entuk. Pemilihan dan peng-
ngkatan presiden dan wakil
residen ini berlangsung dalam
ituasi politik dunia yang baru
1ja mengakhiri Perang DuniaII,
an situasi politik nasional yang
>dang mengalami perubahan
olitik dari status terjajah men-
dinegara merdeka. Dalam hal
i PPKI melakukan tindakan
erdasarkan kekuasaan kedaul-
anrakyat yang sesungguhnya
lerupakan wewenang MPR.
’jarah politik maupun hukum
tanegara Indonesia menerima
utusan politik PPKI. Tidak tim-
al persoalan hukum maupun
arsoalan politik apa pun.

Yang ingin dikemukakan ada-
h cara pemilihan presiden dan
akil presiden oleh PPKI itu ter-
di secara spontan, berlangsung
elalui prosedur yang sangat se-
erhana: seseorang anggota
K], yaitu: Otto Iskandar Dina-

ta (alm) mencalonkan satu nama
untuk jabatan presiden, dan fo-
rum rapat PPKI spontan menye-
tujuinya. Demikian pula waktu

- Iskandar Dinata mengusulkan

satu nama untuk jabatan wakil
presiden, terjadi spontanitas per-
setujuan yang sama. Dengan
kata lain, rakyat yang berdaulat
sama sekali tidak terlibat dalam
pemilihan kepala pemerintahan-
nya. Sekali lagi, karena pemilih-
an tersebut berlangsung dalam
situasi peralihan dari penjajah-
an ke kemerdekaan Indonesia,
baik sejarah maupun hukum ta-
tanegara Indonesia menerima-
nya sebagai putusan politik se-
kaligus sebagai perbuatan hu-
kum yang syah.

Konferensi Meja Bundar di Den
Haag pada tahun 1949 meng-
hasilkan terbentuknya Unie Ne-
derland-Indonesia yang diketuai
oleh Ratu Belanda. Persetujuan
Den Haag itu intinya bermuatan
kompromi antara kepentingan
politik Indonesia dan Belanda.
Dalam kerangka kompromi itu,
diberlakukan konstitusi baru
pada negara Indonesia. Negara
Kesatuan Republik Indonesia
yang diproklamasikan pada 17
Agustus 1945 diganti menjadi
negara Federal Republik Indone-
sia Serikat, yang bersama de-
ngan Koninkrijk der Nederlanden
berada di dalam Unie tersebutdi
atas. Bersamaan dengan berdi-
rinya RIS, sekaligus ditetapkan

Sukarno dan Hatta sebagai pre-
siden dan wakil presiden.

Ditinjau secara konstitusional,
sesungguhnya telah terjadi pem-
bentukan negara baru, yaitu RIS.
Secara konstitusional pula, se-
sungguhnya rakyat Indonesia
berwenang memilih sendiri pre-
siden dan wakil presidennya. Te-
tapi kenyataannya menunjuk-
kan bahwa sejarah politik mau-
pun hukum tatanegara Indone-
sia menerimanya sebagai putus-
an politik yang syah.

Demikian pula yang terjadi
pada penggantian konstitusi RIS
dengan Undang-Undang Dasar
Sementara 1950 pada tanggal 15
Agustus 1950, dan pada peng-
gantian UUD Sementara terse-
but dengan UUD 1945 melalui
Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ter-
lepas dari kontekstual politik pa-
da waktu terjadinya penggan-
tian konstitusi yang bersangkut-
an, realitas menunjukkan bahwa
dalam tiga kali penggantian kons-
titusi, rakyat hanya terima jadi
siapa yang menjadi presiden dan
wakil presiden Republik Indone-
sia Serikat maupun Republik In-

donesia. Rakyat sama sekali tidak

disertakan secara langsung mau-
pun tidak langsung dalam me-
nentukan presiden dan wakil
presiden.

Tanpa kita sadari, sesunguh-
nya tiga kali penggantian konsti-
tusi tanpa ikut sertanya rakyat
dalam memilih presiden/wakil

presiden itu berarti tidak terja-
dinya proses seleksi pimpinan
oleh rakyat, yang sesungguhnya
merupakan salah satu karakte-
ristik pemerintahan demokratik.
Khusus tentang pemilihan pre-
siden dan wakil presiden yang
pertama kali oleh PPKI, baik Su-
karno maupun Hatta adalah
tokoh yang kepemimpinannya
telah mendapatkan legitimasi
rakyat, berkat perjuangan mere-
ka dalam memerdekakan bang-
sa Indonesia dengan segala deri-
ta yang dialaminya selama ber-
puluh tahun, pada jaman pen-
jajahan Belanda.

Sejarah politik Indonesia meng-
ungkapkan realitas bahwa sebe-
sar apa pun jasa seseorang bagi
bangsanya, jasa tersebut efektif
untuk melegitimasi memegang
kekuasaan negara, hanya untuk
satu masa jabatan saja. Bila orang
yang berjasa itu ingin melanjut-
kan memegang kekuasaannya, ia
harus mengalami seleksi ulang
mengenai kepemimpinannya
oleh rakyat.

Dalam perkembangan kehi-
dupan politik selanjutnya, Sukar-
no mendudukkan posisi dan pe-
ranannya sebagai penyelengga-
ra negara dalam paradigma re-
volusi belum selesai, yang oleh
Hatta dinilai membahayakan
demokrasi. Dalam kaitan ini,
Hatta mengundurkan diri dari
jabatan wakil presiden pada ta-
hun 1956. Sesungguhnya peng-



unduran diri Hatta itu menyirat-
kan suatu niscayaan politik (po-
litical necessity) bahwa Sukarno
perlu mendapatkan legitimasi
baru dari rakyat, apabila ia ingin
tetap menjabat presiden. Setidak-
tidaknya pada saat penggantian
UUD Sementara 1950 dengan
UUD 1945 melalui Dekrit Pre-
siden 5 Juli 1959 terbuka kesem-
patan untuk itu. Penilaian Hatta
ternyata benar. Sukarno dengan
mengikuti logik yang terkandung
di dalam paradigma ‘revolusi
belum selesai’, mengangkat di-
rinya menjadi pemimpin besar
revolusi, suatu institusi kepe-
pimpinan yang muatan kekua-
saannya tidak terhingga, jauh
melebihi kekuasaan presiden
menurut UUD 1945. Dalam la-
pangan hukum pidana, ‘kekua-
saan tak terhingga’ ini berwujud
ligantinya politik hukum pidana
rang semula menganut asas for-
nal conception of law seperti yang
azimnya berlaku dalam negara
lemokratik, dengan asas materi-
I conception of law. Penggantian
sas tersebut melalui PENPRES
0. 11 tahun 1965 yang meng-
tur tindak pidana subversif.
Sejarah politik ini, menunjuk-
an kebenaran Proposisi I yaitu
enggantian konstitusi negara
erhakikat pembentukan negara
aru dan Proposisi IIl yang me-
yatakan dalam negara baru yang
rbentuk sebagai akibat dari
:nggantian konstitusi, rakyatlah

yang berwenang menentukan
kepala pemerintahannya; tetapi
karena Sukarno dalam tiap per-
gantian konstitusi, tidak meng-
alami penilaian ulang oleh rakyat,
dalam bentuk dipilih langsung
oleh rakyat, ia tumbuh menjadi
penguasa yang autoritarian.

Dengan kata lain, sejarah po-
litik ini mengungkapkan penge-
tahuan bahwa seorang presiden
yang tidak dipilih secara lang-
sung oleh rakyat, berpotensi be-
sar untuk tumbuh menjadi pe-
nguasa autoritarian.

Presiden Kedua

Proses yang menjadikan Su-
harto presiden kedua, berlang-
sung secara bertahap. Pemicu-
nya adalah peristiwa G30S/PKI
suatu kudeta yang gagal yang
melahirkan dualisme kepimpin-
an negara. Tahap itu berlang-
sung seperti berikut. Pertama,
terjadi delegasi sebagian kekua-
saan kepresidenan dari presiden
kepada menteri/Panglima Ang-
katan Darat Letjen TNI Suharto
dalam bentuk suatu perintah
yang dituangkan dalam surat
perintah bertanggal 11 Maret
1966; kedua, penciptaan pe-
rangkat lunak yang berwujud
TAP MPRS no. XV/MPRS/1966
yang menetapkan dalam pasal 2
ayat (1): Apabila presiden ber-
halangan, maka pemegang Surat

Perintah 11 Maret 1966 meme-

gang jabatan presiden; ketiga,

s

terjadi penyerahan seluruh ke-
kuasaan kepresidenan dari Pre-
siden Sukarno kepada Pengem-
ban TAP MPRS no. IX/1966:
Suharto pada tanggal 20 Febru-
ari 1967; keempat, Suharto da-
lam kualifikasinya sebagai
pengemban TAP MPRSIX/1966
(vide TAP MPRS no. XV /1966)
diangkat oleh Sidang Istimewa

‘MPRS menjadi pejabat presiden,

menggantikan Presiden Sukarno
berdasarkan TAP MPRS no.
XXXIII/ 1966, tanggal 12 Maret
1967. Tahap kelima, satu tahun
kemudian pada tanggal 12 Maret
1968, Sidang Umum V MPRS
mengangkat pejabat Presiden
Suharto menjadi presiden pe-
nuh. Sejak tahap kedua, antara
tiap tahap ke tahap yang kemu-
dian, berlangsung menurut ske-
nario rekayasa tertentu.
Sebelum mendapat ‘SP 11
Maret’, Suharto adalah Perwira
Tinggi Tentara Nasional Indone-
sia yang menjabat sebagai Pang-
lima salah satu komando utama
dijajaran Angkatan Darat, sama
dengan Perwira Tinggi lainnya
yang juga memegang jabatan
yang setara. Begitu tanggal 11
Maret 1966 sore menerima ‘SP 11
Maret’, malam itu juga ia putus-
kan membubarkan PKI yang di-
tuangkan dalam surat keputusan
presiden yang ia tanda tangani
atas nama presiden, dan di-
umumkan pada tanggal 12
Maret pagi. Meledaklah sambut-

an gembira rakyat di seluruh In-
donesia. Pembubaran PKI itu
benar-benar memenuhi tuntutan
rakyat yang selama itu tidak di-
indahkan oleh Presiden Sukarno.
Suharto serta merta menjadi
pahlawan rakyat. la semacam
mendapatkan karcis sejarah un-
tuk karier politik nasional selan-
jutnya. Secara jujur harus diakui
bahwa tidak tiap orang yang ber-
ada dalam posisi seperti itu, be-
rani memutuskan membubarkan
PKI, karena secara terbuka ma-
syarakat tahu bahwa Presiden/
Pemimpin Besar Revolusi Sukar-
no tegas-tegas tidak menyetujuin-
ya. Karcis sejarah itulah yang
membawa Suharto ke jabatan
presiden; Suharto sebagai pe-
megang 'SP 11 Maret’ itulah
yang menjadikan dia presiden
Republik Indonesia.

- Muatan dari karcis sejarah
Suharto adalah jasa tunggal
yang terjadi dalam suatu momen
sejarah. Tidak sama nilainya de-
ngan kepribadian utuh seorang
pemimpin yang lulus dari selek-
si rakyat. Tingkah laku politik
Suharto selaku presiden selama
32 tahun menjabat presiden,
membuktikannya sendiri; antara
lain di bidang politik, Suharto
berhasil merekayasa MPR dalam
lima kali Sidang Umum yaitu
Sidang Umum tahun 1978 sam-
pai dengan Sidang Umum tahun
1998 memilih dirinya kembali
lima kali lebih banyak dari yang



JmescvaTae padal / U UL 140D,
Penyimpangan MPR dari pasal
7UUD 1945 itu pada gilirannya
disebabkan oleh lima kali Pemi-
luyangjuga berhasil direkayasa
oleh Suharto, sehingga selalu meng-
hasilkan Golkar sebagai mayori-
tas tunggal.

_ Berhubung dengan itu, dalam
Ima kali pemilihan presiden oleh
VPR termaksud, sesungguhnya

akyat tidak pernah ikut serta

lalam arti yang sebenarnya. Pa-

la kenyataannya, presiden yang

2rpilih oleh MPR, adalah sekedar

asil pembicaraan lima orang ke-

ua faksi dalam MPR.

ELAJARAN SEJARAHDAN
ERBAIKANNYA

encalonan Presi -
it, Pemilihan olgﬁllwl!‘g{h Rak
Mengingat praksis dua orang
‘esiden yang tidak dipilih lang-
Ing oleh rakyat, dua-duanya
I.nbuh menjadi penguasa au-
fitarian yang menyengsarakan
kyat, saya berpendapat bahwa
dah waktunya untuk meng-
ah prosedur pemilihan pre-
len yang memenuhi syarat
nstitusional (UUD 1945) seka-
us memenuhi tuntutan demo-
tik. Secara substansial, prose-
r termaksud dapat diungkap-
1 dalam bentuk suatu princi-
'‘pencalonan oleh rakyat, pe-
ihan oleh MPR'. e
Dalam melaksanakan principle

tersebut, kita merujuk pada
UUD 1945, Pasal 6 ayat (2):

“Presiden dan wakil presiden

dipilih oleh Majelis Permu-

syawaratan Rakyat.”

Pasal tersebut terbuka bagi
interpretasi yuridik ketatanega-
raan sebagai berikutini. Substan-
si yang terkandung di dalam
pasal 6 ayat (2) adalah: subyek
hukum yang memilih presiden
dan wakil presiden adalah rakyat
yang berdaulat. MPR adalah
penjelmaan dari rakyat yang ber-
daulat, seperti yang dinyatakan
oleh penjelasan UUD 1945:

“Maksudnya ialah supaya selu-

ruh rakyat, seluruh golongan,

seluruh daerah, akan mempu-

nyai wakil dalam majelis se-

hingga majelis itu akan betul-be-

‘bul dapat dianggap sebagai pen-

Jelmaan rakyat.”

Diktum normatif yang di-
nyatakan oleh pasal 6 ayat (2)
adalah dipilih oleh Majelis Per-
musyawaratan Rakyat. Me-
ngenai siapa yang mencalonkan
presiden dan wakil presiden,
pasal tersebut tidak mengatur.
Dalam konsep Pemilihan Umum
ini diajukan idea yang mencalon-
kan adalah rakyat yang berdau-
lat secara langsung, melalui me-
kanisme pemilihan umum untuk
memilih para anggota Majelis.
Yang memilih presiden dan wa-
kil presiden di antara sejumlah
pasangan calon presiden dan
wakil presiden adalah majelis.

Idea ini sama sekali tidak me-
nyalahi pasal 6 UUD 1945.

Sistem Pemilihan

Merujuk pada UUD 1945 pa-
sal 2 ayat (1) yang menetapkan
komposisi keanggotaan MPR
adalah:

" Majelis Permusyawaratan Rak-
yat terdiri dari atas anggota-
anggota Dewan Perwakilan Rak-

. yat, ditambah dengan utusan-
utusan dari daerah-daerah dan
golongan-golongan, menurut
aturan yang ditetapkan dengan
undang-undang".

Penulis mendesain tiga jenis
sistem pemilihan yang berpadan-
an dengan tiga kategori anggota
majelis termaksud. Tiga jenis
sistem pemilihan itu adalah: (a)
Sistem pemilihan umum untuk
memilih anggota DPR, (b) sistem
pemilihan intradaerah untuk
memilih utusan daerah, dan (c)
sistem pemilihan intragolongan
untuk memilih utusan golongan.

Urutan waktu penyelengga-
raan tiga jenis sistem pemilihan
tersebut, adalah: pertama pemi-
lihan intragolongan; sesudah itu
pemilihan intradaerah, dan ke-
mudian pemilihan umum untuk
memilih anggota DPR. Rasio dari
urutan penyelenggaraan ini ada-
lah pasangan calon presiden dan
wakil presiden dari golongan
fungsional dimungkinkan untuk
dicalonkan oleh calon utusan
golongan daerah dalam pemilih-

an intradaerah; dan dalam surat
suara untuk pemilihan umum
anggota DPR, juga memuat pa-
sangan calon presiden dan wa-
kil presiden dari utusan daerah
yang terpilih dari distriknya, ser-
ta pasangan calon presiden dan
wakil presiden dari semua golong-
an fungsional. _

~ Dengan demikian, implemen-
tasi dari principle ‘pencalonan
oleh rakyat, pemilihan oleh MPR’
adalah sebagai berikut: para ca-
lon presiden dan wakil presiden
langsung dicalonkan oleh rakyat
melalui mekanisme pemilihan
umum untuk memilih anggota
DPR, pemilihan intradaerah un-
tuk memilih utusan daerah, dan
melalui pemilihan intragolong-
an’ untuk memilih utusan golong-
an. Dari sejumlah pasangan ca-
lon presiden dan wakil presiden
tersebut, dipilih sepasang oleh
segenap anggota MPR dalam
sidang paripurna MPR melalui
pemungutan suara yang bebas
dan rahasia. Pasangan yang
memperolah suara terbanyak
ditetapkan oleh MPR menjadi pre-
siden dan wakil presiden.

a. Sistem Pemilihan Umum un-
tuk Anggota DPR

Dalam memilih sistem pemi-
lu yang sebaiknya digunakan
untuk mewujudkan reformasi
politik yang memadai dengan
tuntutan demokrasi, perlu di-
ingat bahwa dinamik reformasi



dalam mengubah sistem politik
autoritarian menjadi sistem poli-
tik demokratik, secara alami cen-
derung mengikuti gerak pendu-
lum. Dengan kata lain, semangat
reformasi itu cenderung meng-
inginkan yang serba sebaliknya
dari obyek yang direformasi. Da-
lam hal ini yang dimaksud ialah
karena rezim Suharto dihasilkan
dleh pemilu yang menggunakan
sistem proporsional, yang me-
mnang memungkinkan terjadinya
<oncoisme melalui sistem daftar
/ang memuat urutan calon yang
litetapkan oleh DPP partai, de-
1gan demikian rakyat pemilih
lanya mengkonformasi apa

rang telah ditentukan oleh DPP

»artai, maka harus diganti de-

\gan sistem distrik, yang selain

ak memungkinkan koncoisme

ekaligus menghasilkan wakil

akyatyang hubungan tanggung

\wabnya terhadap para pemi-

hnya lebih kuat.

Perlu disadari bahwa sistem
istrik juga memiliki kelemahan
rtentu. Yaitu karena yang ter-
ilih adalah orang dari distrik
ang cukup kecil maka DPR akan
ipenuhi oleh wakil rakyat yang
srwawasan lokal, sedang per-
alan yang dihadapi oleh Repu-
ik Indonesia tidak hanya ber-
1gkup nasional, melainkan ju-
| global. Selain itu khusus un-
k pemilu yang segera akan di-
lenggarakan terdapat perso-
an adminitratif yang berdam-

pak politik, yang tak dapat dise-
lesaikan dalam waktu yang terse-
dia. Yaitu penentuan besaran
dari distrik pemilihan beserta
jumlahnya, agar pemilu tidak
menghasilkan komposisi per-
wakilan yang ditinjau dari ke-
majemukan yang ada kurang
adil.

Sebaliknya, sistem proporsio-
nal yang telah saya kemukakan
kelemahannya di muka, juga
memiliki kebaikannya. Antara
lain, jumlah kursi yang diraih
oleh tiap peserta pemilu propor-
sional dengan jumlah suara yang
didapat Segi baik ini, menumbuh-
kan suasana adil di kalangan ma-
syarakat Berbeda dengan sistem
distrik, karena dalam tiap distrik
hanya sebuah kursi yang dipere-
butkan, dimungkinkan ter-
buangnya suara dari partai yang
kalah, apabila ia sebelum hari
pemungutan suara tidak meng-
adakan stembus accoord dengan
partai lain yang diperkirakan
calonnya akan terpilih.

Mempertimbangkan segenap
kebaikan dan kelemahan dari
dua sistem tersebut, dan mem-
pertimbangkan pula waktu yang
tersedia untuk persiapan pemi-
lu, saya berpendapatbahwa un-
tuk pemilu yang akan diseleng-
garakan pada tahun 1999, di-
gunakan sistem proporsional be-
serta ‘sistem daftarnya’, yang

dilengkapi dengan peluang su-
karela bagi para pemilih untuk

‘memilih nama’, yang merupa-
kan ciri dari sistem distrik. Sistem
ini pernah diaplikasi dalam pe-
milu tahun 1955.

b. Sistem Pemilihan Intradaerah

Sebelum menguraikan sistem
pemilihan intradaerah, perlu kita
ketahui lebih dahulu siapa utus-
an daerah itu.

UUD 1945, pasal 2 ayat (1)
menyatakan: '

“Majelis Permusyawaratan
Rakyat terdiri dari anggota-ang-
gota Dewan Perwakilan Rakyat,
ditambah dengan utusan dari
daerah-daerah dan golongan-
golongan, menurut aturan yang
ditetapkan dengan undang-un-
dang.”

Khusus untuk yang mewakili
daerah dan golongan, para pe-
nyusun UUD 1945, menggu-
nakan istilah utusan, bukan isti-
lah wakil. Dalam suatu dokumen
hukum, tiap istilah yang digu-
nakan niscaya mempunyai arti

tertentu yang pasti. Dalam hal
utusan daerah dan utusan go-
longan, yang dimaksud adalah
seseorang atau sekelompok orang,
yang oleh daerah dan golongan
selaku subyek yang mengutus,
dinilai yang paling mampu me-
wakili kepentingan daerah atau
golongan yang bersangkutan
dalam berelasi dengan subyek
lain. Dalam kaitannya dengan
MPR, subyek lain itu adalah se-
mua fraksi dalam MPR. Interak-

si antara para utusan dengan
para anggota fraksi dalam MPR
adalah dalam rangka merumus-
kan kehendak rakyat yang men-
cakup kepentingan daerah dan
kepentingan golongan, yang
akan dituangkan dalam GBHN.

Hanya orang dari daerah
yang bersangkutan saja yang
mengetahui sekaligus mema-
hami kepentingan daerahnya.
Berhubung denganitu, para utus-
an daerah tidak dapat dipilih
melalui pemilihan yang berling-
kup nasional, melainkan harus
yang berlingkup intradaerah
yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan utusan
daerah yang berkualifikasi de-
mikian, hanya pemilihan dengan
sistem distrik yang mampu meng-
hasilkannya, sedangkan sistem
proporsional sama sekali tidak
relevan. Berkenaan dengan itu,
pemilihan utusan daerah dise-
lenggarakan melalui pemilihan
dengan sistem distrik. ’

c. Sistem Pemilihan Intragolong-
an

Sebelum menguraikan ‘sistem
pemilihan intragolongan’, perlu
kita ketahui lebih dahulu siapa
utusan golongan itu.

Penjelasan UUD 1945 men-
genai pasal 2 ayat (1) menerang-
kan:

Yang disebut “golongan-golong-

an” ialah badan-badan seperti

- koperasi, serikat pekerja, dan



-
demikian memang sesuai dengan
aliran jaman. Berhubung dengan
anjuran mengadakan sistem ko-
perasi dalam ekonomi, maka
ayat ini mengingat akan adanya
golongan-golongan dalam ba-
dan-badan ekonomi.

Dari penjelasan resmi terse-
but, dapat diangkat substansinya
bahwa golongan ialah badan
kolektif. Sedang koperasi, dan
serikat pekerja adalah contoh
dari badan kolektif yang ada
pada aspek ekonomi dari kehidu-
pan masyarakat. Artinya, badan
kolektif yang ada pada aspek
lainnya dari kehidupan ma-
syarakat, seperti aspek sosial, as-
pek keamanan, aspek integrasi
masyarakat, adalah termasuk
kategori golongan. Dalam ke-
rangka pengertian golongan yang
dikemukakan oleh para penyu-
sun UUD itu, dapat dideskripsi
Secara umum pengertian golong-
an seperti berikut: yang dimak-
sud dengan golongan adalah
‘kelompok orang dalam masya-
rakat yang eksistensinya terten-
tukan oleh jenis kegiatan yang
lilakukannya dalam kerangka
dembagian tugas alami yang ter-
adi dalam masyarakat. Pem-
»agian tugas alami itu terseleng-
jara berkaitan dengan adanya
ejumlah masalah fungsional ke-
nasyarakatan yang harus di-
tasi secara terus-menerus oleh
1asyarakat itu sendiri, demi ter-

peunaranya eksistensinya. Jadi,
yang dimaksud dengan ‘golong-
an’ adalah golongan fungsional
yang secara alami ada dalam
masyarakat. (Bandingkan de-
ngan teori four functions paradigm
dari Talcott Parsons, 1977: 109-
113).

Dari nalaran tersebut, kita
mendapat pengetahuan bahwa
hanya orang dari golongan yang
bersangkutan saja yang menge-
tahui sekaligus memahami ke-
pentingan golongannya.

Berkenaan dengan itu, para
utusan golongan tidak dapat di-
pilih melalui pemilihan umum
yang berlingkup nasional, me-
lainkan melalui pemilihan yang
berlingkup intragolongan; pemi-
lihan dari dan dalam lingkungan
sendiri (ab intra ab initio).

Sudah tentu tiap golongan
fungsional yang secara alami ada
dalam masyarakat, mengorga-
nisasi diri dalam satu wadah, se-
cara berjenjang dari tingkat Iokal,
regional, dan berpuncak di ting-
kat nasional. Pemilihan utusan
golongan untuk MPR dilakukan
secara tidak langsung, yaitu se-
cara bertingkat. Dimulai dari
tingkat lokal. Pada tingkat ini,

~ organisasi memilih dari dan oleh

anggota sendiri, sejumlah utusan
yang dinilai memahami sekali-
gus menghayati peranan golong-
annya dalam mengatasi masalah
fungsional kemasyarakatan yang
menjadi tanggungjawab fung-

L =

sional golongannya.

Para utusan terpilih dari ting-
kat lokal, berkumpul di tingkat
regional, dan bersama sejumlah
utusan terpilih dari tingkat lokal
lainnya, melakukaan pemilihan
dari dan oleh mereka sendiri,
untuk mendapatkan sejumlah
utusan terpilih tingkat regional.

Para utusan terpilih tingkat
regional berkumpul di tingkat
nasional, dan bersama sejumlah
utusan terpilih dari organisasi
tingkat regional lainnya, melaku-
kan pemilihan dari dan oleh me-
reka sendiri, untuk mendapatkan
sejumlah utusan terpilih tingkat
nasional, yang jumlahnya sesuai

dengan yang ditetapkan dalam
undang-undang negara.

Organisasi golongan fung-
sional tingkat nasional mengirim
daftar nama utusan terpilihnya
kepada MPR untuk dikukuhkan
sebagai anggota majelis; dan ke-
pada presiden untuk mendapat-
kan pengukuhan administratif
guna keperluan adminisrasi pe-
merintahan yang berkaitan de-
ngan berbagai hal yang ber-
kaitan dengan protokol, finansial,
dan penggunaan fasilitas nega-
ra lainnya.

Prosedur yang sama, diber-
lakukan pada organisasi ABRI
selaku golongan fungsional. Tiap
komando utama di lingkungan
tiap Angkatan dan POLRI me-
nyelenggarakan pemilihan dari
dan oleh para anggota dalam ja-

jaran yang bersangkutan, secara
bertingkat ke atas sampai tingkat
Angkatan dan POLRI. Pada gi-
lirannya, para utusan terpilih
tingkat Angkatan dan POLRI
berkumpul di tingkat mabes
ABRI, untuk melakukan pemilih-
an dari dan oleh mereka untuk
mendapatkan utusan terpilih
tingkat mabes ABRI, yang jum-
lahnya sesuai dengan yang di-
tetapkan oleh undang-undang
negara.

- Panglima ABRI mengukuh-
kan para utusan terpilih ABR],
dan mengirimkan daftar nama
utusan terpilih tersebut kepada
MPR untuk dikukuhkan sebagai
anggota MPR, dan kepada pre-
siden untuk mendapatkan pengu-
kuhan administratif.

Dengan demikian, MPR ter-
susun oleh anggota yang se-
muanya hasil dari pemilihan
rakyat, yaitu anggota DPR ada-
lah hasil pemilihan umum de-
ngan sistem proporsional, para
utusan daerah adalah hasil pe-
milihan intradaerah dengan sis-
tem distrik, dan para utusan go-
longan adalah hasil pemilihan
intragolongan. Tidak ada lagi
anggota MPR yang diangkat
oleh siapa pun.

PENCALONAN DAN PEMI-
LIHAN PRESIDEN

Pencalonan
Merujuk pada pengalaman



empirik mengenai penyelengga-
raannegara yang dilakukan oleh
dua orang presiden, seperti yang
telah dipaparkan di muka, salah
satu reformasi ketatanegaraan
untuk mencegah terulangnya
kembali pemerintahan otoriter,
adalah mengalihkan kebiasaan
mencalonkan nama untuk jaba-
tan presiden dan wakil presiden
yang selama ini dilakukan oleh
fraksi-fraksi MPR, kepada rakyat
langsung.

Calon presiden dan wakil pre-
siden merupakan pasangan, de-
mi terwujudnya kerjasama da-
lam menyelenggarakan pemerin-
tahan; dan demi tidak timbulnya
goncangan apabila salah satu
kondisi yang tercantum dalam
pasal 8 UUD 1945 menjadi ken-
yataan. _

Pencalonan oleh rakyat ini di-
padukan dengan penyelengga-
raan pemilu. Dalam masa kam-
panye menjelang pemilu nasio-
nal untuk memilih anggota DPR,
partai politik peserta pemilu, se-
lain mengkampanyekan pro-
gram partainya, sekaligus meng-
kampanyekan pasangan nama
calon presiden dan wakil pre-
siden yang ia calonkan.

Dalam masa kampanye men-
jelang pemilihan intradaerah
dengan sistem distrik untuk
memilih utusan daerah, paracalon
utusan dari partai politik, dalam
mengkampanyekan programnya,
sekaligus mengkampanyekan

nama calon presiden dan wakil
presiden yang dicalonkan oleh
partainya. Calon utusan pero-
rangan dalam mengkampanye-
kan programnya, sekaligus
mengkampanyekan nama calon
presiden dan wakil presiden pi-
lihannya sendiri, atau yang dica-
lonkan oleh salah satu parpol,
atau yang dicalonkan oleh salah
satu golongan fungsional.

Dalam penyelenggaraan pe-

milihan intragolongan untuk
memilih utusan golongan, tiap
golongan fungsional mengkam-
panyekan kepentingan fungsio-
nal dari golongannya, sekaligus
mengkampanyekan nama calon
presiden dan wakil presiden pi-
lihannya sendiri. Tiap golongan
fungsional dapat mendukung
calon presiden dan wakil pre-
siden yang dicalonkan oleh salah
satu partai politik, atau yang di-
calonkan oleh calon utusan per-
orangan.

Surat Suara

a. Untuk Pemilihan Anggota
DPR
Pemilihan umum untuk ang-
gota DPR dengan sistem propor-
sional yang dibubuhi sebuah ciri

‘dalam daftar calon) dan sekali-

gus untuk memilih pasangan ca-
lon presiden dan wakil presiden
yang diajukan melalui tiga jenis
sistem pemilihan, berpengaruh
pada format surat suara untuk

pemilihan anggota DPR; yaitu
selain seperti biasanya memuat
tanda gambar partai dan daftar
calonanggota DPR, juga memuat
pasangan calon presiden dan
wakil presiden yang dicalonkan
oleh partai yang bersangkutan.
Selain itu, juga memuat pasang-
an nama presiden dan wakil
presiden calon dari utusan dae-
rah terpilih, dan yang dicalonkan
oleh golongan fungsional.

b. Untuk Pemilihan Utusan Da-
erah
Sistem pemilihan untuk utus-
an daerah adalah sistem distrik.
Dalam tiap distrik hanya dipere-
butkan sebuah kursi untuk seo-
rang utusan daerah. Asas yang
digunakan adalah “asas penge-
nalan person’ (personen stelsel),
bukan ‘asas daftar’ (lijsten stelsel)
seperti dalam sistem proporsio-
nal. Para pemilihnya adalah
mereka yang berdomisili di dis-
trik yang bersangkutan. Ka-
renanya, hanya orang yang be-
tul-betul dikenal oleh masya-
rakat sedistrik sebagai orang
yang dihormati yang berpeluang
Surat suara untuk pemilihan
utusan daerah memuat nama
para calon utusan daerah, baik
yang merupakan calon perorang-
an maupun yang dicalonkan
oleh parpol. Selain itu, juga me-
muat nama pasangan calon pre-
siden dan wakil presiden. Bila ca-
lon utusan daerah berasal dari

parpol, maka pasangan calon
presiden dan wakil presidennya
adalah sama dengan yang dica-
lonkan oleh parpol yang ber-
sangkutan. Calon utusan daerah
perorangan dapat mencantum-
kan nama pasangan calon pre-
siden dan wakil presiden pilihan-
nya sendiri, atau yang dicalon-
kan oleh salah satu parpol, atau
yang dicalonkan oleh golongan
fungsional tertentu.

¢. Untuk Pemilihan Utusan Go-

longan

Karena pemilihan ini bersifat
internal — dari dan oleh anggo-
ta sendiri— dan berjenjang, ma-
ka tiap pemilihan pada tiap jen-
jang tidak melibatkan jumlah
anggota yang sangat banyak.
Yang terbanyak adalah pada jen-
jang terbawah; makin atas jen-
jangnya makin mengurang jum-
lah anggota yang terlibat.

Berhubung struktur organisasi
dari golongan fungsi itu terbawa
oleh perbedaan fungsi yang di-
embannya berbeda, maka tak
dapatdidesain suatu surat suara
yang berlaku umum. Mungkin
surat suara itu bila memang di-
perlukan dapat diserahkan pen-
ciptaannya pada organisasi go-
longan fungsional yang ber-
sangkutan.

Cara Pemberian Suara
a. Alternatif Pilihan
Bagi para pemilih tersedia tiga



auwci iAWl punan, yaitu memilih
parpol, atau memilih salah satu
nama yang tercantum dalam
daftar calon anggota DPR dari
parpol yang bersangkutan, atau
memilih pasangan calon pre-
siden dan wakil presiden yang
licalonkan oleh parpol, atau
7ang ¢ dicalonkan oleh golongan
ungsmnal atau yang dicalon-
«an oleh utusan daerah yang (te-
ah) terpilih.

». Apa yang ditusuk?

Bila pemilih mengutamakan
rarpol, maka yang ditusuk ada-
1h tanda gambar parpol pilihan-
Bﬂa pemilih mengutamakan
alon anggota DPR yang terten-
1, maka yang ditusuk adalah
ama calon pilihannya, terlepas
ari urutan dalam daftar calon
ang ditetapkan oleh DPP Par-
ol yang betsangkutan.

‘Bila pemilih mengutamakan
asangan calon presiden dan
akil presiden yang dicalonkan
eh parpol tertentu, maka yang
tusuk adalah nama pasangan
lon presiden dan wakil pre-
ien tersebut.

Bila pemilih mengutamakan
1sangan calon presiden dan
akil presiden yang dicalonkan
zh utusan daerah yang terpi-
|, atau yang dicalonkan oleh
longan fungsional tertentu,
ika yang ditusuk adalah nama
sangan calon yang bersangkut-

an. Dalam hal ini, pemilih juga
harus menusuk tanda gambar
parpol pilihannya, untuk perhi-
tungan perolehan kursi.

c. Arti dari Tusukan

Bila yang ditusuk tanda gam-
bar parpol, berarti urutan nama
dalam daftar calon anggota DPR
yang ditetapkan oleh DPP Par-
pol yang bersangkutan, berlaku;
dan pemilih dianggap memilih
pasangan calon presiden dan
wakil presiden yang dicalonkan
oleh Parpol tersebut. -

Bila yang ditusuk salah satu
nama calon dalam daftar calon
anggota DPR yang diajukan
oleh parpol tertentu, berarti urut-
an nama dalam daftar calon ang-
gota DPR yang ditetapkan oleh
DPP Parpol yang bersangkutan,
menjadi tidak berlaku; dan pe-
milih dianggap memilih pasang-
an calon presiden dan wakil pre-
siden yang dicalonkan oleh DPP
parpol tersebut. :
Bila yang ditusuk adalah nama
pasangan calon presiden dan
wakil presiden yang dicalonkan
oleh parpol tertentu, berarti
urutan nama dalam daftar calon
anggota DPR yang ditetapkan
oleh DPP Parpol yang bersang-
kutan, berlaku.

Dalam tiga alternatif tusukan
tersebut, suara pemilih diperhi-
tungkan untuk menghitung per-
olehan kursi anggota DPR dari
parpol yang bersangkutan.

Bila yang ditusuk adalah pa-
sangan nama calon presiden dan
wakil presiden yang dicalonkan
oleh utusan daerah, atau yang di-
calonkan oleh golongan fungsio-
nal, berarti suara pemilih yang
berangkutan, selain diperhitung-
kan untuk perolehan suara bagi
pasangan calon presiden dan
wakil presiden yang dipilihnya,
diperhitungkan pula untuk me-
nambah perolehan kursi parpol
yang meraih jumlah kursi tiga
terendah, dengan pembatasan:
penambahan suara tersebut tidak
boleh mengakibatkan jumlah kur-
si dari parpol yang mendapat
tambahan kursi, mengungguli
atau menyamai jumlah kursi par-
pol yang tidak mendapat tambah-
an kursi. Bila hal itu terjadi maka
penambahan suara diberikan ke-
pada empat parpol yamg meraih
jumlah kursi terendah; dan se-
terusnya sampai akibat yang di-
larang itu tidak terjadi.
Penyelenggara pemilu nasio-
nal, pemilihan intradaerah, dan
pemilihan intragolongan, masing-
masing membuat daftar pasang-
an calon presiden dan wakil pre-
siden yang diajukan selama kam-
panye di lingkungan pemilihan-
nya, serta mencatat suara yang
diperoleh oleh tiap pasangan ca-
lon presiden dan wakil presiden.
Setelah ditandatangani oleh pa-
nitia yang berwenang, daftar
pasangan calon presiden dan
wakil presiden dan hasil peroleh-

an suara tersebut dimasukkan ke
dalam sampul yang disegel, dan
dikirimkan langsung ke Sekreta-
riat)Jenderal MPR.

Sekretaris Jenderal MPR me-
nyimpan dokumen termaksud
dalam keadaan tertutup dan ter-
segel, sampai dimulainya sidang
paripurna pertama dari MPR
hasil pemilu tahun itu.

Pada sidang paripurna perta-
ma itu, pimpinan MPR yang ba-
ru, membuka sampul yang berisi
daftar pasangan colon presiden
dan wakil presiden yang diterima
dari para penyelenggara pemilih-
an umum, pemilihan intradaerah,
dan pemilihan intragolongan.
Kemudian secara transparan
menghitung perolehan suara dari
tiap pasangan calon presiden dan
wakil presiden.

Pasangan calon presiden dan
wakil presiden yang memperoleh
suara terbanyak, ditetapkan oleh
MPR menjadi presiden dan wakil
presiden. Bila di antara pasang-
an calon presiden dan wakil pre-
siden tidak ada yang memper-
oleh mayoritas suara, maka tiga
pasangan calon yang mendapat
suara terbanyak berturutan, di-
pilih melalui pemungutan suara
secara bebas dan rahasia, oleh
seluruh anggota MPR, dalam
sidang paripurna Majelis.

Pasangan calonyang memper-
oleh suara terbanyak, ditetapkan
sebagai presiden dan wakil pre-
siden, oleh MPR.



